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Abstract

At this time there are still many irreqularities that occur in the public service process, which is called
Maladministration. The performance of the Riau Provincial Ombudsman Representative in supervising the
implementation of public services from year to year is very good. This can be seen from the reports submitted to the
Ombudsman increasing every year. Referring to the data presented in the previous chapters, public reports/complaints
submitted to the Riau Provincial Ombudsman Representative in 2020 were 5 reports, in 2021 there were 163 reports
and in 2022 there were 245 reports, then in 2023 there were 220 reports and in 2024 there were 143 reports. This
study shows that the existence of the Riau Provincial Ombudsman Representative is still not widely known by the
people in Riau. Only people who live in Pekanbaru City know the duties and functions of the Ombudsman institution,
therefore it is expected that the Ombudsman representative of Riau Province will continue to socialize the existence
of the Ombudsman institution in Riau, either through visits to social institutions. With the existence of the
Ombudsman representative of Riau Province, it is expected to be able to provide solutions and improvements to the
implementation of government, so the community is also expected to be able to participate, namely by reporting
maladministration in public services to the Ombudsman and understanding the duties, functions and authorities as
well as service procedures of the Ombudsman representative of Riau Province.
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Abstrak

Pada saaat ini masih ada banyak penyimpangan yang terjadi dalam proses pelayanan publik, yang
disebut Maladministrasi. Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun sangat baik. Hal ini di lihat dari laporan yang
masuk ke Ombudsman meningkat di tiap tahunnya. Merujuk dari data-data yang dipaparkan di bab- bab
sebelumnya, laporan/ pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Ombudsman perwakilan provinsi
Riau pada tahun 2020 sebanyak 5 laporan, di tahun 2021 sebanyak 163 laporan dan di tahun 2022 sebanyak
245 laporan, kemudian tahun 2023 sebesar 220 laporan dan tahun 2024 sebanyak 143 laporan. Penelitian
ini menunjukkan bahwa keberadaan Ombudsman perwakilan provinsi Riau masih belum banyak
diketahui oleh masyarakat di Riau. Hanya masyarakat yang tinggal di kota pekanbaru yang mengetahui
tugas serta fungsi lembaga Ombudsman ini, maka itu diharapkan Ombudsman perwakilan provinsi Riau
untuk terus melakukan sosialisasi akan keberadaan lembaga Ombudsman di Riau baik itu melalui
kunjungan ke lembaga-lembaga sosial. Dengan adanya lembaga Ombudsman perwakilan Provinsi Riau
diharapkan mampu memberikan solusi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, maka Masyarakat
juga diharapkan dapat berpartisipasi yaitu dengan melaporkan tindakan maladministrasi dalam
pelayanan publik kepada Ombudsman dan memahami tugas, fungsi dan wewenang serta prosedur
pelayanan Ombusman perwakilan provinsi Riau

Kata Kunci: Ombudsman, Kinerja, Layanan.
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PENDAHULUAN

Pada saaat ini masih ada banyak penyimpangan yang terjadi dalam proses pelayanan
publik, yang disebut Maladministrasi. Maladministrasi merupakan perbuatan yang melawan
hukum dan melewati wewenang dalam proses pelayanan publik. Maladministrasi adalah
penyimpangan terhadap asas-asas pemerintahan yang benar, atau bisa diartikan umpama
penyimpangan terhadap standar prosedur operasional (SOP) suatu lembaga pelayanan publik.
Maladministrasi juga berupa menggunakan wewenang untuk tujuan lain, juga lalai dalam
kewajiban hukum ketika penyelenggaraan pelayanan publik yang menyebabkan kerugian
materiil maupun immateriil untuk masyarakat. Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan
yang bagus serta untuk mengembangkan pelayanan publik juga penegakan hukum
dibutuhkannya lembaga pengawas eksternal yang secara efektif dapat meninjau tugas
penyelenggara publik dan pemerintahan.

Salah satu lembaga negara yang berkewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik ialah Ombudsman. Penyelenggaraan pemerintahan diwarnai dengan praktek
maladministrasi, antara lain, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena pengawasan
internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak
memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitasnya, maka
diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol
tugas penyelenggara Negara dan pemerintahan.

Walaupun dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia dinyatakan bahwa bagi instansi yang tidak melaksanakan rekomendasi akan
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. Tetapi tetap saja tidak efektif. Hal
ini sama saja kinerja yang dilakukan oleh Ombudsman republik Indonesia tidak ada hasilnya.
Oleh karena itu, perlu diberikan wewenang kepada Ombudsman agar mempunyai daya paksa
yang mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh instansi yang terkait

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh
mengenai peran Ombudsman Perwakilan Riau di dalam melakukan pengawasan terhadap
pelayanan PT PLN (Persero), dengan judul: ”Kinerja Ombudsman Wilayah Provinsi Riau Dalam
Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru”.

STUDI KEPUSTAKAAN
1.  Teori Administrasi Publik

Menurut Rosenbloom dalam Indradi (2006:116), menjelaskan administrasi publik yaitu “is
the use of managerial, legal and political”. Merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses
manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legilatif,
eksekutif dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap
masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

2.  Teori Desa

1073
Amru Ghazali Al Atri! dan Lilis Suriani?

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 / 2025



Sementara itu menurut Rozali, (2005:8) hubungan kewilayahan adalah hubungan yang
terjadi sebagai konsekunsi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu
kesatuan wilayah Negara yang bulat. Hal ini berarti betapa pun luasnya otonomi yang dimiliki
oleh suatu daerah, pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

3. Konsep Kinerja

Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi
organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat
diketahui dan di ukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau
standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa
tujuan dan target yang di tetapkan dalam pengukuran, maka kinerja organisasi tidak mungkin
dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya. (Moeheriono, 2012).

4. Konsep Ombudsman

Jika dikaitkan dengan lembaga Ombudsman, maka peran Ombudsman Republik Indonesia
adalah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai dengan kedudukannya dan
aktifitas-aktifitas yang sudah diatur dalam Undang- undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia sehingga dalam mengimplementasikan perannya tidak
bergantung pada lembaga lain serta diharapkan dapat berpengaruh dan sesuai dengan
keinginan, harapan dan tuntutan masyrakat.

5.  Konsep Pengasawan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk
mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan
tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh
mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana
kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam
pelaksanaan kerja tersebut.

6. Konsep Pelayanan

Menurut Siagian (2001:128), fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai
suatu Negara Kesejahteraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan
menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, dan bernegara,
pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional

bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian langsung oleh
peneliti sendiri. Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif survey dan
pendekatannya adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian lapangan langsung oleh
peneliti sendiri. Pendekatan sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum
sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Ningsih,
2020:43).

HASIL DAN PEMBASAHASAN

A. Kinerja Ombudsman Wilayah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pelayanan Publik di
Kota Pekanbaru

1.  Produktivitas
a)  Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh sekretariatan ombudsman perwakilan kota
pekanbaru, tentang peran pengawasan ombudsman terhadap penyampaian laporan pelayanan
publik Pekanbaru bahwa. Hasil wawancara Ibu Silvia Ningrum selaku sekretariatan ombudsman
perwakilan kota pekanbaru.

"Secara umum, laporan kami mengalami peningkatan signifikan hingga 200-an tahun ini. Masyarakat
semakin percaya dan tidak apatis dalam melaporkan pengaduan, dan kami berhasil menyelesaikan 87% dari
laporan tersebut”’. (Wawancara 5 Juni 2025).

Berdasarkan hasil observasi bahwa, ombudsman Pekanbaru Riau menerima laporan terkait
dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan ini diajukan oleh
masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait.
Ombudsman akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menentukan
apakah terjadi maladministrasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Ombudsman perwakilan
Provinsi Riau dalam melakukan sosialisasi sangat efektif untuk menyadarkan masyarakat
mengenai hak atas pelayanan publik yang baik.

2. Kualitas Layanan
a)  Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh asisten pemeriksa ombudsman perwakilan
kota pekanbaru, tentang kinerja ombudsman wilayah provinsi riau dalam pengawasan
pelayanan publik di Kota Pekanbaru bahwa. Hasil wawancara Bapak Ahmad Fitri selaku asisten
pemeriksa ombudsman perwakilan kota pekanbaru.

“"Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan permintaan keterangan, permintaan
dokumen, inspeksi mendadak, investigasi, pemanggilan para pihak, mediasi atau konsiliasi, dan membuat
rekomendasi perbaikan, Ombudsman juga melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik”” (Wawancara 5 Juni 2025).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa, Kerja sama antara masyarakat dan Ombudsman

serta antara Ombudsman dengan instansi penyelenggara negara sangat penting dalam upaya
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menciptakan pelayanan publik yang prima Ombudsman menindaklanjuti laporan yang terkait

dengan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini termasuk

menerima laporan, melakukan pemeriksaan substansi, dan menindaklanjuti laporan yang berada

dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.

3.  Responsibilitas
a)  Melakukan Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh asisten analisis ombudsman perwakilan kota
pekanbaru, tentang kinerja ombudsman wilayah provinsi riau dalam pengawasan pelayanan
public di Kota Pekanbaru bahwa. Hasil wawancara Bapak Ahmad Fitri selaku asisten pemeriksa
ombudsman perwakilan kota pekanbaru.

“Kegiatan investigasi Ombudsman diperlukan untuk menggali informasi yang lengkap tajam,
seimbang dan objektif; baik itu di belakang meja tulis, melalui telaah dokumen maupun investigasi di
lapangan (onside investigation). Hasil temuan investigasi kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan
rekomendasi tentang tindakan apa yang harus dilakukan Terlapor dalam rangka menindaklanjuti keluhan
masyarakat” (Wawancara 5 Juni 2025).

4.  Akuntabilitas
a)  Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh pegawai ombudsman perwakilan kota
pekanbaru, tentang kinerja ombudsman wilayah provinsi riau dalam pengawasan pelayanan
public di Kota Pekanbaru bahwa. Hasil wawancara Bapak Ahmad selaku pegawai ombudsman
perwakilan kota pekanbaru.

“’Pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan melalui
berbagai upaya, baik dari sisi penyelenggara maupun masyarakat. Ombudsman RI memiliki peran penting
dalam pencegahan maladministrasi melalui deteksi, analisis, dan perlakuan pelaksanaan saran. Masyarakat
juga memiliki peran aktif dalam mencegah maladministrasi dengan mengetahui hak-haknya, melaporkan
kejadian maladministrasi, dan menuntut transparansi informasi. (Wawancara 5 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut, Dengan upaya
yang komprehensif ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik,
transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Pengaduan yang mudah diakses, cepat, dan transparan adalah kunci untuk menangani keluhan
masyarakat dengan baik. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
LAPOR adalah salah satu contohnya.

B. Faktor-faktor Penghambat Kinerja Ombudsman Wilayah Provinsi Riau Dalam

Pengawasan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru
1. Faktor perundang-undangan

Berbagai persoalan yang muncul seperti pungutan liar, proses yang berbelit belit dalam
pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi ditingkat daerah disebabkan oleh tidak ada
peraturan berupa standar pelayanan yang bias digunakan sebagai tolak ukur baik oleh birokrasi
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sebagai pemberi layanan, maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Di berbagai daerah,
tidak adanya standar dan ketidakpastian biaya serta waktu pelayanan yang dikelola administrasi
Negara. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya praktik KKN dalam
penyelenggaran pelayanan publik.

Para pengguan jasa yang sering tidak sanggup menghadapi ketidakpastian cenderung
memilih biaya yang lebih tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk memperoleh kepastian
waktu dan kualitas pelayanan. Sebaliknya para penyelenggara pelayanan memanfaatkan situasi
ini untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadinya. Sayangnya, sejauh ini tidak adanya
Undang-undang dan peraturan daerah yang jelas mengatur secara seimbang antara hak dan
kewajiban yang seimbang dari pelanggan dan pengguna palayanan publik.

2. Faktor Masyarakat

Beberapa pelaksanaan tugas pokok birokrasi pemerintah kota dan kabupaten amat buruk
sebagai akibat disorientasi fungsi birokrasi pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah tanpa
poduktivitas masyarakat, kebocoran dana retribusi parkir dan pasar yang diduga menjadi
sumber keuangan pribadi birokrat dan solusi fungsi birokrasi pemerintah daerah dalam konteks
pelayanan umum yang lebih luas dan lintas daerah merupakan contoh kegagalan kegiatan
birokrasi tanpa
misi publik.

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah
memadai, masyarakat diharapkan memehami tujuan peraturan perundang-undangan serta
manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan responden yang memberikan hasil bahwa
pengetahuan masyarakat terhadap Ombudsman itu sangat sedikit, karena memang dana untuk
sosialisasi dari lembaga Ombudsman tersebut juga terbatas, sehingga masyarakat yang
melaporkan permasalahan pelayayan publik ke Ombudsman adalah orang yang memiliki
tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan cendrung hanya orang-orang yang tinggal dikota saja,
hal itulah yang menyebabkan regulasi tentang Ombudsman ini terkesan sangat lemah dalam hal

tindakan dan pemberian sanksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun sangat baik. Hal ini di lihat dari
laporan yang masuk ke Ombudsman meningkat di tiap tahunnya. Merujuk dari data-data
yang dipaparkan di bab- bab sebelumnya, laporan/ pengaduan masyarakat yang
disampaikan ke Ombudsman perwakilan provinsi Riau pada tahun 2020 sebanyak 5
laporan, di tahun 2021 sebanyak 163 laporan dan di tahun 2022 sebanyak 245 laporan,
kemudian tahun 2023 sebesar 220 laporan dan tahun 2024 sebanyak 143 laporan.

2. Indikator produktivitas yaitu, berdasarkan wawancara peneliti dengan pegawai
ombudsman perwakilan provinsi Riau, Maladministrasi adalah perilaku atau tindakan
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yang menyimpang dari prosedur, menyalahgunakan wewenang, atau mengabaikan
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini bisa berupa
penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau tindakan
diskriminatif.

Kualitas Layanan vyaitu, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pegawai
ombudsman yaitu, Ombudsman memainkan peran penting dalam memastikan kualitas
pelayanan publik yang baik. Melalui pengawasan, pemberian rekomendasi, dan penilaian
kepatuhan, Ombudsman mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas,
responsif, dan akuntabel. tentang kualitas layanan publik di Ombudsman menunjukkan
bahwa Ombudsman berperan penting dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas
layanan publik, terutama dalam hal penanganan maladministrasi.

Responsibiltas sendiri yaitu, Ombudsman tidak berkewajiban membuktikan tuduhan
maladministrasi yang disampaikan masyarakat, tetapi dalam hal ini pihak Terlaporlah
yang berkewajiban menerangkan bahwa tindakan yang ia ambil bukan merupakan
perbuatan maladministrasi karena telah sesuai dengan ketentuan dan kepatutan umum
sehingga apa-apa yang dituduhkan oleh Pelapor adalah tidak benar. Tentu saja penjelasan
dan bantahan tersebut harus disertai argumentasi serta dokumen- dokumen pendukung
yang dapat diterima juga bernilai hukum.

Akuntabilitas yaitu, Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan yaitu sebagai
berikut, Dengan upaya yang komprehensif ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan
publik dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat
yang optimal bagi masyarakat. Pengaduan yang mudah diakses, cepat, dan transparan
adalah kunci untuk menangani keluhan masyarakat dengan baik.

Saran

1.

Diharapkan Ombudsman perwakilan provinsi Riau untuk terus melakukan sosialisasi
akan keberadaan lembaga Ombudsman di Riau baik itu melalui kunjungan ke lembaga-
lembaga sosial.

Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi yaitu dengan melaporkan tindakan
maladministrasi dalam pelayanan publik kepada Ombudsman dan memahami tugas,
fungsi dan wewenang serta prosedur pelayanan Ombusman perwakilan provinsi Riau.
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